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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerbitan Sertipikat Pengganti Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah yaitu dengan mengajukan permohonan pemegang hak 
diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, apabila sertipikat 
hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan 
Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat 
hak yang bersangkutan dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar 
harian setempat atas biaya pemohon.  Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
dihitung sejak hari pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan 
diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan 
tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak 
beralasan, maka dapat diterbitkan sertipikat baru.  Jika keberatan yang diajukan 
dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka Kepala kantor Pertanahan 
menolak menerbitkan sertipikat pengganti. Apabila sertipikat masih menggunakan 
blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada 
pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Permohonan sertipikat pengganti 
sebagaimana hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai 
pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan 
penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang. Dalam hal 
pemegang hak atau penerima hak sudah meninggal dunia, permohonan sertipikat 
pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan bukti sebagai ahli 
waris. Dalam hal penggantian sertipikat karena rusak atau pembaharuan blangko 
sertipikat, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. 
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2. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
tidak diatur secara tegas tentang Penerbitan Sertipikat Pengganti Berdasarkan Putusan 
Pengadilan, baik Pengadilan Umum/Perdata maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. 
Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah hanya penerbitan Sertipikat Pengganti Atas permohonan pemegang hak 
diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, sertipikat hilang, 
sertipikat yang masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan 
lagi/blanko lama, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu 
lelang eksekusi. 
Yang menjadi dasar untuk Penerbitan Sertipikat Pengganti Berdasarkan 
Putusan  Putusan PTUN  yaitu Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, yang mana ditegaskan bahwa Panitera Pengadilan wajib 
memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua 
Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang 
tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah 
yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya. 
Dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan 
resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan 
penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada 
Kepala Kantor Pertanahan. 
Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, perubahan data yuridis berdasarkan Putusan Pengadilan diatur 
juga dalam Pasal 94 ayat (2) huruf h dan Pasal 125 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
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yaitu perubahan data yuridis berupa perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan 
putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan. Pencatatan perubahan data 
pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua 
Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang 
bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan 
Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan. Dapat juga dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan 
dengan melampirkan salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi. Pendaftaran 
pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah atau Hak Pengelolaan atau Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun berdasarkan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan setelah diterimanya salinan keputusan mengenai hapusnya hak 
bersangkutan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
Dengan deberitahukannya isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 
Nomor: 13/G/2011/PTUN-PDG kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, 
maka Kepala Kantor Pertanahan kota Padang wajib memproses isi Putusan Pengadilan 
yang mengakibatkan perubahan data mengenai bidang tanah. Putusan PTUN Padang 
Nomor: 13/G/2011/PTUN-PDG merupakan putusan yang bersifat menciptakan hukum 
baru (constitutif) yaitu putusan yang membentuk atau menciptakan atau meniadakan 
suatu keadaan hukum baru, yaitu tergugat dibebani kewajiban menerbitkan Keputusan 
Tata Usaha Negara yang mana didalam putusan tersebut BPN diwajibkan menerbitkan 
Sertipikat Pengganti yang mana Penerbitan Sertipikat Pengganti berdasarkan Putusan 
Pengadilan tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftran Tanah maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
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Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
B. Saran 
1. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi untuk memberikan kepastian hukum atas 
kepemilikan hak atas tanah yang bersifat final, cepat dan murah, sehingga dengan 
aturan tersebut memperkecil terjadinya sengketa pertanahan. Dan juga dibentuk 
pengadilan ad hoc, dengan adanya pengadilan ad hoc Pertanahan untuk terciptanya 
kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dan untuk menghindari penyelesaian 
masalah yang berbelit-belit dengan dualisme putusan Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan keberadaan pengadilan khusus di bidang 
pertanahan maka siapa-siapa saja dapat digugat dan tidak dibatasi, bisa berupa orang 
perorangan maupun Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara. 
2. Dibuatnya suatu regulasi baru yang memberikan sanksi yang lebih tegas kepada 
Pejabat Tata Usaha Negara terutama BPN yang tidak melayani masyarakat dengan 
baik dan melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-
asas Umum Pemerintahan yang Baik, agar tercipta pelayanan yang baik sebagai abdi 
masyarakat. 
